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ABSTRAK 

Seorang suami yang hendak melakukan poligami, wajib meminta persetujuan 
isterinya dan terutama izin dari Pengadilan Agama agar perkawinan poligaminya itu 
sah dan memiliki kekuatan hukum. Dasar pemberian izin poligami dari Pengadilan 
Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. 
Ketika perkawinan poligami itu tidak mendapat persetujuan atau tidak diketahui oleh 
sang isteri dan tidak mendapatkan izin dari Pengadilan, maka perkawinannya itu 
dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk dibatalkan karena sebuah alasan yang 
kuat. Dengan melihat kasus seperti itu Pengadilan Agama memutus perkara 
pembatalan perkawinan poligami dengan pemalsuan identitas karena sang suami 
memalsukan identitasnya menjadi jejaka agar bisa melangsungkan poligami. Pokok 
permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pembuktian dan pertimbangan 
hukum yang dipakai majelis hakim untuk memutus  perkara tersebut, serta bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap putusan No. 995/Pdt.G/2012/PA.Cmi. 

 Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library 
research). Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan secara terinci objek yang 
diteliti, yaitu putusan pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas, 
untuk kemudian dianalisis dengan kerangka teoritik yang telah dirumuskan. 
Pendekatan yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu cara mendekati masalah 
yang diteliti dengan melihat sisi baik dan buruknya berdasarkan sumber Al-Qur’an 
dan al-Hadis. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dilakukan dengan Perundang-
undangan yang ada dan sesuai dengan peraturan yang berlaku perihal pembatalan 
perkawinan. Analisis dilakukan dengan metode induktif dan deduktif. 

 Hasil penelitian ini majelis hakim memutuskan perkara ini dengan verstek, 
karena Tergugat I dengan Tergugat II tidak dapat hadir dalam persidangan. Bahwa 
pertimbangan hukum menurut majelis hakim, pernikahan yang dilakukan antara 
Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah bertentangan dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3, 4, dan 9 jo 
Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Dalam tinjauan hukum Islam 
mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 
995/Pdt.G/2012/PA.Cmi tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas 
dalam perkawinan poligami merupakan putusan yang berlandaskan kemaslahatan. 
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MOTTO 

 

 

 

 

“Perjuangan adalah Seni” 

 

 

~ ~ ~ ~ Hidup janganlah seperti daun yang 

terjatuh lalu hanyut terbawa arus sungai, 

tapi contohlah hidup seperti ikan salmon 

yang selalu ingin melawan derasnya arus 

sungai    ~ ~ ~ ~     

    

 

“Sekali Berarti Lalu Mati”  

-Chairil Anwar- 
 

 

#MINDSET IS DO’A  
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca. Meskipun begitu, 

penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya 

berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini. Penyusun yakin, 

skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai 

pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena 

itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang 

sedalam-dalamnya kepada: 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 

Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba’ B Be ب

 ta’ T Te ت

 sa’ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ha’ H� ha (dengan titik di bawah) ح

 kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zāl Ż zet (dengan titik di atas) ذ
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 ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S� es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D� de (dengan titik di bawah) ض

 ta’ Ţ te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z� zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م
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 Nun N ‘en ن

 Wawu W W و

� ha’ H Ha 

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 ya’ Y Ye ي

 

 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Muta’addidah #"! دّة

 Ditulis ‘iddah $ّ ة

 

C. Ta’ Marbūtah di akhir kata 

1. Bila dimatikan tulis h 

%&'( Ditulis H�ikmah 

%)*+ Ditulis Jizyah 
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(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya)  

2. Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h 

 ’Ditulis Karāmah al-auliyā آ1ا#% ا/و.-,ء

 

3. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan 

dammah ditulis t 

 Ditulis Zakāh al-fitri زآ,ة ا.134

 

D. Vokal Tunggal 

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

----َ-- Fathah A A 

----ِ-- Kasrah I I 

----ُ-- Dammah U U 

 

E. Vokal Panjang 

1. 

Fathah + alif 

 +,ه5-%

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Jāhiliyyah 
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2. 

Fathah + ya mati 

789: 

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Tansā 

3. 

Kasrah + ya mati 

 آ1(;

Ditulis 

Ditulis 

Ī 

Karīm 

4. 

D�ammah + wāwu mati 

 >1وض

Ditulis 

Ditulis 

Ū 

furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

1. 

Fathah + ya mati 

;'9-= 

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

Bainakum 

2. 

Fathah + wāwu mati 

 ?<ل

Ditulis 

Ditulis 

Au 

Qaul 

 

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 Ditulis a’antum أأ@";

 Ditulis u’iddat أ$ ت

;:1'B CD. Ditulis la’in syakartum 
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H. Kata sandang Alif+Lam 

1. Bila diikuti huruf al Qamariyyah ditulis dengan huruf “L”.  

 Ditulis al-Qur’ân ا.1Eأن

 Ditulis al-Qiyâs ا.E-,س

 

2. Bila diikuti huruf al Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya  

 ’Ditulis as-Samâ ا.8&,ء

F&G.ا Ditulis asy-Syams 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat  

 Ditulis menurut penulisannya 

 Ditulis zawi al-furūḍ ذوى ا.14وض

 Ditulis ahl as-Sunnah اهI ا.%98
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan 

pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-

saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.1 Keinginan untuk 

menikah adalah fitrah manusia, yang berarti fitrah sifat manusia sebagai makhluk 

Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rokhaninya 

pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis, teman hidup yang dapat 

memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat 

mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan 

ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga. 

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan 

dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya 

menurut Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri 

dari dua pasangan, misalnya, air terdiri dari oksigen dan hidrogen, listrik, ada 

positif dan negatifnya dan sebagainya.2 Apa yang telah dinyatakan oleh para 

sarjana ilmu alam tersebut sesuai dengan pernyataan Allah dalam al-Quran. 

                                                           
1 Soerojo Wignjodipoero. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat (Jakarta: PT. Toko 

Gunung Agung. 1967), hlm. 122. 
 
2 Tihami dkk. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada. 2010), hlm. 9. 
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	� �� آ�ون�� 3و� آ� ��ء �
��� زو��  

Ayat di atas mengindikasikan bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan 

itu selalu berpasang-pasangan. Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-

pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan 

jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya 

adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup 

suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Maka dari itu 

haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dan 

diputuskannyalah ikatan akad nikah atau ijab kabul perkawinan.4 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ditegaskan 

bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ikatan lahir batin tersebut di atas 

mengandung maksud bahwa perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-undang 

Perkawinan tidak terbatas hanya mencapai yang lahir saja, tetapi juga dapat 

mencapai kebahagiaan spiritual, jiwa dan raga, serta kebahagiaan dunia dan 

akhirat. 

Ditinjau dari segi hukum, perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur 

antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnya status sebagai suami istri dan 

                                                           
3 Aż-Zāriyat (51) : 49. 
 
4 Idris Ramulyo. Hukum Perkawian Islam – Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 31. 
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dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah, 

penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menghormati.5 Firman Allah SWT: 


�� أن �� أ)'&	� أزو�� ��&	�"ا إ��$� و��� #��	� �"دة � �و� ءا� �	

�'	�ون�   6ور012 ان /. ذ�, +�* ��"م 

Ayat di atas tertera jelas bahwa adanya ikatan perkawinan adalah 

bertujuan untuk membentuk keluarga yang penuh kasih sayang. Sebuah 

perkawinan yang didirikan berdasarkan azas-azas yang Islami mempunyai tujuan 

untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan, adapun kebahagiaan dalam 

perkawinan itu sendiri bukan saja terbatas ukuran-ukuran fisik-biologis tetapi juga 

dalam psikologis dan sosial serta agamis.7 

Pada kenyataannya, sebagian laki-laki tidak puas dengan mempunyai satu 

istri saja, melainkan lebih dari satu bahkan bisa sampai dengan delapan orang 

istri. Poligami dalam Islam dibolehkan tetapi dibatasi dengan syarat-syarat 

tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti: 

1. Maksimal seorang laki-laki untuk menikahi perempuan adalah sebanyak 

empat orang. 

2. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang 

menyangkut masalah-masalah lahiriah seperti pembagian waktu jika 

                                                           
5 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 

hlm. 188. 
 
6 Ar-Rūm (30 ): 21. 
 
7 Hasan Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1995), hlm. 24. 
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pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. 

Sedangkan masalah batin, tentu saja selamanya manusia tidak mungkin 

dapat berbuat adil secara hakiki.8 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat (1) disebutkan; Beristri lebih 

dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri,9 

dan Pengadilan Agama juga hanya memberikan izin kepada seorang suami yang 

akan beristri lebih dari seorang apabila: (a) istri tidak dapat menjalankan 

kewajiban sebagai istri, (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak 

dapat disembuhkan, (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.10  

Pada kenyataan praktek yang terjadi di masyarakat, banyak  yang 

melakukan poligami dilakukan secara menyimpang, seperti keadaan istri yang 

terlihat normal dan dapat melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, ternyata 

sang suami secara diam-diam melakukan poligami dengan tidak adanya 

persetujuan dari pihak istri.  Seorang pria dan wanita telah sepakat untuk 

melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat pada 

peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku 

selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.11 

 Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat poligami, dalam 

mendapatkan izin dari pengadilan agama itu adalah: 

                                                           
8 Tihami dkk. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, hlm. 358 

 
9 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Pasal 55 
 
10 Ibid, Pasal 57 
 
11 Soemijati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, cet-ke2, 

(Yogykarta: Liberti, 1996), hlm. 10 
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1. Adanya alasan untuk berpoligami: 

a. Istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana layaknya seorang 

istri. 

b. Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan. 

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

2. Adanya persetujuan istri 

3. Adanya kemampuan suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-

anaknya. 

4. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil di antara istri-istrinya.12  

Permasalahnya, bagaimana kalau terjadi pemalsuan identitas dalam 

perkawinan poligami? Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan Pasal 22 menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila 

para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.13 

Peraturan ini bukan semata-mata dengan sendirinya perkawinan yang tidak 

memiliki persyaratan tersebut batal, tetapi pembatalannya harus melalui 

pengadilan agama di tempat perkawinan itu dilangsungkan. 

Pembatalan perkawinan dapat membawa akibat yang jauh, baik terhadap 

suami istri maupun terhadap keluarganya, maka untuk memungkinkan atau 

menghalangi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak 

maka pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak 

kepada pengadilan dalam daerah hukum yang meliputi tempat berlangsungnya 

                                                           
12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 

5 ayat (1). 
 
13Ibid, Pasal 22 
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perkawinan atau di tempat tinggal dari kedua belah pihak suami atau istri. Tata 

cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan ini dilakukan sesuai dengan 

cara mengajukan gugatan perceraian (pasal 38 ayat (2) Bab VII Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974).14 

Ketentuan pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: 

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. 

b. Suami atau istri. 

c. Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan. 

d. Pejabat yang ditunjuk oleh pasal 16 ayat (2) Undang-undang ini dan 

setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung 

terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perceraian itu 

putus.15 

Di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2012 terdapat kasus pembatalan 

perkawinan. Hal ini terjadi karena sang suami menikah lagi dengan wanita lain 

tanpa persetujuan izin istri pertama dan pengadilan, juga adanya kebohongan yang 

dilakukan sang suami yang mengaku sebagai jejaka. Akhirnya istri pertama 

mengajukan perkara pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Cimahi sesuai 

dengan prosedur yang berlaku. Pada akhirnya setelah dipenuhi syarat-syarat 

pengajuan pembatalan perkawinan, pengadilan mengabulkan permohonan istri 

                                                           
14 Idris Ramulyo. Hukum Perkawian Islam – Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 178. 
 
15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 23. 
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pertama dikarenakan ketika selama terjadinya persidangan, pihak sang suami 

tidak pernah menghadiri jalannya persidangan tersebut dan selebihnya diputus 

dengan putusan verstek, dengan diterbitkan putusan perkara Nomor 

995/Pdt.G/2012/Cmi. 

Dalam pemeriksaan suatu perkara dibutuhkan alat-alat bukti yang 

dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk memutus suatu perkara. Dasar hukum 

yang dipakai Hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara juga harus 

dengan perundang-undangan dan hukum Islam.  

Latar belakang masalah di atas, menyebabkan penyusun tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan 

Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Perkara Nomor 

995/Pdt.G/2012/PA.Cmi)”  

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam 

memutus perkara tersebut? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkara tersebut? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Memberikan kontribusi intelektual dalam rangka turut berpartisipasi 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pembatalan 

perkawinan karena pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami. 

2. Memberikan pemahaman serta wacana terhadap masyarakat tentang 

pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam perkawinan 

poligami. 

D. Telaah Pustaka 

Selama ini telah banyak literatur yang membahas seputar pembatalan 

perkawinan itu sendiri dalam karya ilmiah. Di bawah ini merupakan beberapa 

contoh karya ilmiah yang mengkaji tentang pembatalan perkawinan. 

Pertama, skripsi Muhammad Said Yusuf yang berjudul “Pembatalan 

Perkawinan dan Dampaknya (Studi Kasus di Dusun Iroyudan Desa Guwosari 

Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul) dalam skripsi ini membahas bahwa sebab 

batalnya perkawinan adalah perkawinan tidak sah sejak awal, sebab mempelai 

wanita masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya.16 

Kedua, skripsi Siti Faizah yang berjudul “Putusan Hakim Tentang 

Pembatalan Nikah Salah Wali di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2006 

(Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2006/PA.TA)” pada skripsi ini menerangkan 

bahwa perkara salah wali merupakan salah satu yang dapat dijadikan alasan 

pembatalan nikah dimana perkara  salah wali ini terjadi karena 

ketidaktahuan/keawaman masyarakat Tulungagung tentang hukum Islam sehingga 

                                                           
16 Muh Said Yusuf, “Pembatalan Perkawinan dan Dampaknya (Studi Kasus di Dusun 

Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas 
Syariah, UIN Sunan Kalijaga. 2011), tidak diterbitkan. 
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dalam pelaksanaan akad nikah belum memenuhi rukun dan syarat suatu 

pernikahan sehingga pihak Pengadilan Agama Tulungagung bisa memutuskan 

perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada.17 

Ketiga, skripsi Nurhayati yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Dengan 

Alasan Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukum yang Ditimbulkannya (Studi 

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta no. 46/Pdt.G/2002/PA.Yk).” Dalam 

skripsi ini dijelaskan perkawinan dibatalkan karena tidak memenuhi syarat-syarat 

perkawinan dan melanggar ketentuan undang-undang dan adanya kesengajaan 

untuk memanipulasi data dan juga telah melanggar peraturan Undang-undang 

yang berlaku.18 

Keempat, skripsi Rivolina yang berjudul, “Pengaruh Pembatalan 

Perkawinan Terhadap Status Hukum Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam”,  

dijelaskan dalam skripsi ini ketentuan pembatalan perkawinan dalam Kompilasi 

Hukum Islam tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan 

tersebut. Hal ini berdasarkan pada kemaslahatan anak itu sendiri yang tidak 

sepantasnya menanggung beban yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.19 

Sejauh telaah yang penyusun lakukan atas berbagai karya tulis, penyusun 

menemukan kasus yang hampir serupa dengan bahasan yang akan penyusun bahas 

                                                           
17 Siti Fauziah, “Putusan Hakim Tentang Pembatalan Nikah Salah Wali di Pengadilan 

Agama Tulungagung Tahun 2006 (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2006/PA.TA)”, Skripsi 
(Yogyakarta: Fakultas Syariah  UIN Sunan Kalijaga, 2007), tidak diterbitkan. 

 
18 Nurhayati, “Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Adanya Pemalsuan Identitas dan 

Akibat Hukum yang Ditimbulkannya (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta no. 
46/Pdt.G/2002/PA.Yk), Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009), tidak 
diterbitkan. 

 
19 Rivolina, “Pengaruh Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Hukum Anak Dalam 

Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi  (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2004), tidak diterbitkan. 
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tetapi sebenarnya berbeda, baik latar belakang kasus maupun Pengadilan Agama 

yang memeriksanya. 

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritik yang dimaksud di sini adalah landasan teori yang akan 

digunakan sebagai problem solving tentang pembatalan perkawinan poligami di 

Pengadilan Agama Cimahi. 

Pernikahan adalah suatu tindakan/perbuatan hukum dan mempunyai akibat 

hukum. Pernikahan sebagai perbuatan hukum karena diawali oleh suatu akad 

dengan rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi secara pasti. 

Apabila suatu hukum dan syarat dari tindakan hukum tersebut tidak terpeuhi maka 

berakibat tindakan hukum menjadi batal, sehingga adanya tindakan/perbuatan 

hukum tersebut sama dengan tidak ada.  

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, disebutkan: 

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya itu. 

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.20 

Menurut pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, 

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 

perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai 

                                                           
20 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2. 
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Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 

Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.21 

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 4 disebutkan, 

Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam pernikahan, yaitu akad yang 

sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.. Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.22 Ketentuan peraturan perundang-

undangan menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan/tindakan hukum 

yang dengan gamblang diatur segalanya dengan segala akibat hukumnya. 

Pembolehan perkawinan poligami dalam Islam telah ditentukan dengan 

beberapa syarat. Salah satu syarat wajib untuk melakukan poligami harus dapat 

beraku adil terhadap istrinya. Keharusan untuk berlaku adil ini berdasarkan dalam 

firman Allah SWT: 

23�"ن  ��� أ
 	����ا ��ا ��ة أو �� ���� ا��� �� ذ�� أد� أ
 	�� ��ا     

 Hadis dari ‘Aisyah yang menceritakan perlakuan adil dari Nabi kepada 

istrinya: 

ان ا�34� �2� ا1 �0+' و/�� آ�ن ���ل �. ا�%(�- ,+* (� )' وآ�ن �%�ل ا��#� 


 ا��� ��4. �* ز�� دت ا��36- �#5�3*  ��+� .9 �	 :�  24ه9ا ;(�. �+�� ا��� 

                                                           
21

 Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang no. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal  2. 

 
22 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 2 dan 4. 
 
23An-Nisa (4):3. 
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Dalam kitab م
 karangan imam Asy-Syafi’i (150-204/767-819) dan ,ا

sekaligus pendiri mazhab Asy-Syafi’i, sebagaimana dikutip oleh Khoeruddin 

Nasution, Islam membolehkan seorang Muslim mempunyai istri maksimal 

empat25, berdasar dalam al-Quran; 

�����6ا �� �Bب ��� �* ا�4(�ء �?4� وان  ��� أ
 	%(<�ا �. ا�+�� �

 � وF:ث ور,�ع �"ن  ��� أ
 	����ا ��ا ��ة أو �� ���� ا��� �� ذ�� أد

26أ
 	�� ��ا  

Pada dasarnya Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami di 

dalam perkawinan. Hal ini tegas disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: 

Pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang isteri 

hanya boleh mempunyai seorang suami. Asas monogami dalam Undang-undang 

Perkawinan ini tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarahan kepada 

pembentukkan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan 

mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama 

sekali sistem poligami. 

 Persyaratan untuk berpoligami bagi seorang pria, ketentuannya tersebut 

dalam pasal 4 ayat (2) beserta penjelasannya seperti berikut: 

                                                                                                                                                               
24 Moh. Zuhri, Dipl, Tahl, dkk, Terjemah Sunan At-TIrmidzi, (Semarang, CV Asy Syifa’, 

1992), hlm. 475. 
 
25

 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan 
Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim, (Yogyakarta, ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009),  hlm. 261. 

 
26

 An-Nisa (4) : 3. 



13 

 

(2) Pengadilan di maksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin 

kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila; 

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, 
b. Isteri mendapatkan cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; 
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Hal itu dipertegas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 57 berbunyi sebagai 

berikut; 

 Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang 
akan beristeri lebih dari seorang apabila: 

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; 
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; 
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Larangan poligami adalah dalam keadaan normal atau tidak ada alasan lain 

yang memenuhi syarat poligami. Logikanya jika ada seorang suami yang menikah 

lagi, apalagi dengan jalan memalsukan identitas, itu berarti telah melakukan cara 

yang menyalahi ketentuan hukum yang ada dan dapat membawa pada akibat dapat 

batalnya perkawinan yang baru itu. Perkawinan seperti itu jelas membawa 

mudarat karena didasarkan pada penipuan (dengan memalsukan identitas) dengan 

maksud bisa kawin lagi secara sah. Diperlukan suatu kebohongan yang lebih besar 

untuk menutupi kebohongan tersebut. Hukum Islam tidak menghendaki 

kemadaratan dan kemadaratan itu harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah 

fiqhiyah  

27 ل�Hاا�G5ر   

                                                           
27Asjmuni A. Rahman, Qaidah-qaidah Fiqih, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 85.  
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Dalam masalah pembatalan perkawinan ini didasarkan pada kemaslahatan, 

walaupun ada yang dirugikan yaitu para pihak yang perkawinannya dibatalkan. 

Prinsip hukum Islam dalam hal ini antara ketentuan yang mencegah dengan 

ketentuan yang menghendaki dilaksanakannya suatu perbuatan meskipun di 

dalamnya terdapat kemaslahatan, lebih didahulukan ketentuan yang mencegah. 

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah  

  28	�� رض ��(� 	�ن رو0. اGI ��#�J0را ,�ر 	�� ب ا �#�� اذ ا

Makna kaidah di atas, bahwa membolehkan poligami yang tidak sah lebih 

berat mudaratnya bila dibandingkan dengan membatalkan perkawinan tersebut. 

Dalam hal ini pihak yang merasa ditipu merasa tidak memperoleh hak-haknya 

seperti yang telah ditentukan oleh syara dan batinnya tertekan karena telah 

dikhianati. 

Para ahli hukum berpendapat bahwa tipe perkawinan hanya dapat 

dinyatakan vernietigbaar (dapat dibatalkan), artinya bahwa perkawinan itu hanya 

dapat dinyatakan batal oleh Putusan hakim atas dasar-dasar yang diajukan oleh 

penuntut yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.29 Putusan 

Pengadilan merupakan putusan tahap akhir, apakah perkawinan tersebut 

dibatalkan atau tetap disahkan, tentunya melalui pertimbangan kemaslahatan yang 

dilakukan oleh hakim. Untuk itu putusan hakim yang baik tentunya akan 

                                                           
28Ibid, hlm. 30. 
  
29Komariah,  Hukum Perdata, Cet. Ke-4 (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 49. 
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memenuhi 3 (tiga) unsur/ aspek sekaligus secara berimbang yaitu memberikan: 

kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat.30 

Dalam peraturan perundang-undangan, pembatalan perkawinan karena 

adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh salah satu pihak, hanya dibahas 

sebagai dasar hukum. Hal ini dapat diambil suatu pengertian apabila adanya suatu 

perkawinan tanpa adanya suatu persetujuan dari pihak suami atau isteri yang 

masih dalam ikatan perkawinan yang sah, maka perkawinan tersebut dapat 

dibatalkan menurut hukum. Pemeriksaan perkara dalam persidangan bahwa hakim 

dituntut untuk benar-benar mengakui kebenaran bukti-bukti yang telah diteliti, 

sehigga bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.   

Batalnya suatu perbuatan hukum menurut prinsip ilmu hukum terbagi dua 

bagian, yakni: 

a. Batal demi hukum (batal dengan sendirinya/ nieteg), 

b. Dapat dibatalkan (vernietegbaar) 

Suatu perbuatan hukum dinilai batal demi hukum apabila tidak memenuhi 

rukun dan syarat objektif dari tindakan/perbuatan tersebut, sehingga secara yuridis 

semula dianggap tidak ada perikatan. Apabila pada waktu terjadinya perikatan 

(tindakan/perbuatan hukum) tidak memenuhi syarat subjektif, maka perikatan 

tersebut dapat dibatalkan. Artinya sepanjang tidak ada pihak yang mengajukan 

                                                           
30 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet. Ke-1 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 35. 
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pembatalan (meminta pembatalan/ cancelling) perikatan tersebut tetap ada dan 

sah.31  

Dalam pernikahan poligami, sepanjang pernikahan itu dilakukan 

memenuhi rukun-rukun dan syaratnya maka pernikahan(kedua)nya tetap sah, 

namun apabila ternyata bahwa pernikahan (perikatan) tersebut tidak memenuhi 

prosedur (mendapat izin dari Pengadilan Agama), maka isteri pertama (pihak yang 

dirugikan) bisa mengajukan pembatalan. 

Berdasarkan teori di atas, dalam memeriksa perkara pembatalan Poligami 

dengan latar belakang pemalsuan identitas, hakim perlu meneliti dan memeriksa 

perkara secara seksama, memberikan alasan tepat dan pertimbangan yang sesuai 

dengan perundang-undangan dan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. 

Sehingga putusannya dapat diterima secara hukum maupun masyarakat. 

F. Metode Penelitian 

Metode berfungsi sebagai cara untuk mengkaji dan mengarahkan sebuah 

penelitian agar lebih terarah dan rasional sehingga mendapatkan sebuah hasil yang 

optimal berdasarkan hipotesa yang ada, metode penelitian ini dibagi menjadi 

beberapa bagian di antaranya: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penilitian yang penyusun pergunakan adalah jenis penelitian 

pustaka (library research). Data perkara pembatalan perkawinan karena tidak 

adanya izin dari isteri adalah putusan Pengadilan Agama Cimahi. Di samping 

                                                           
31Subekti,  Hukum Perjanjian,  cet. Ke-13,  (Jakarta: PT. Intermasa, 1991),  hlm. 22.  
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mendasarkan kepada putusan Pengadilan, dalam penelitian ini juga dilakukan 

wawancara dengan hakim yang menangani perkara ini. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Deskriptik adalah 

menjelaskan suatu gejala atau fakta, sedang analisis merupakan sebuah upaya 

untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian, kemudian 

dilakukan penelaahan guna mencari makna32. Penelitian ini dilakukan untuk 

mendeskripsikan secara terinci obyek yang diteliti, yaitu perkara pembatalan 

perkawinan dalam perkawinan poligami, untuk kemudian dianalisis dengan 

kerangka teoritik yang telah dirumuskan. 

3. Sumber Data 

a. Dokumentasi 

Dalam hal ini adalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen 

berupa berkas perkara pembatalan perkawinan Nomor 995/Pdt.G/2012/Cmi 

yang terjadi di Pengadilan Agama Cimahi. Serta literatur lain yang memiliki 

relevansi pembahasan ini. 

b. Wawancara 

Dalam memperoleh data, penyusun mengadakan wawancara dengan 

hakim di Pengadilan Agama Cimahi yang memutus perkara permohonan 

pembatalan perkawinan Nomor 995/Pdt.G/2012/Cmi. 

 

 

                                                           
32Jujun Suria Sumantri, Pedoman Penulisan Ilmiah, (Jakarta: Ikip Negeri, 1987), hlm. 35. 
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4. Pendekatan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

normatif yuridis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada Al-

Qur’an dan Sunnah. Adapun pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang digunakan 

pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Analisis Data 

Penyusun menganalisis data dengan menggunakan metode analisis 

kualitatif.33 Langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan 

menggunakan cara berfikir: 

a. Induktif, yaitu metode analisis data hal-hal yang bersifat khusus untuk 

kemudian digeneralisasikan.34 Permasalahan seputar pembatalan 

perkawinan di Pengadilan Agama Cimahi diuraikan terlebih dahulu, 

kemudian dianalisis dan diintrepretasikan secara obyektif, sehingga dapat 

menemukan kesimpulan mengenai dasar hukum dan pertimbangan Hakim 

tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. 

b. Deduktif, yaitu metode analisis data dari hal-hal yang bersifat umum 

kepada hal-hal yang bersifat khusus.35 Dengan metode ini, dapat dianalisis 

pembatalan perkawinan dalam perkawinan poligami dengan tujuan 

normatif maupun yuridisnya. 

                                                           
33

 Analisis kualitatif disebut juga analisis non statistik yang sesuai untuk data deskriptif 
atau data tekstular. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya dan karena itu analisis 
semacam ini juga disebut analisis isi (content analisys, Surabaya, Metode Penelitian, (Jakarta: 
Rajawali, 1998) hlm. 94. 

  
34Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, (Yogyakarta: Abdi Offset, 2004), hlm. 12. 
 
35Ibid, hlm. 17. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Seluruh bahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, pada setiap bab 

terdiri dari beberapa sub bahasan. Adapun rinciannya sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang mengantarkan skripsi secara 

keseluruhan. Latar belakang masalah, mengeluarkan pokok masalah, tujuan dan 

kegunaan Telaah pustaka menjelaskan mengenai metode serta teknik yang 

digunakan pada penelitian nanti. Kerangka teoritik menjelaskan dengan 

menggunakan teori apa hasil dari penelitian akan digunakan. Metode penelitian 

untuk mengarahkan proses penelitian, dan sistematika pembahasan 

menggambarkan isi dalam skripsi akan seperti apa. 

Bab kedua untuk mengantarkan kepada perkawinan poligami, 

permasalahan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas lebih terarah, 

secara deskriptif lebih dahulu dibicarakan mengenai tinjauan umum tentang 

pembatalan perkawinan dan pemalsuan identitas. Dalam bab ini dibahas 

pengertian perkawinan poligami, pembatalan perkawinan, pemalsuan identitas, 

ketentuan hukum dan pembuktian hukum terhadap pemalsuan identitas. 

Bab ketiga mendeskripsikan perkara pembatalan perkawinan dengan 

alasan pemalsuan identitas, bukti-bukti yang diajukan, dan pertimbangan hukum 

yang dikemukakan oleh Hakim, putusan Pengadilan Agama Cimahi atas perkara 

Nomor: 995/Pdt.G/2012/Cmi. 

Bab empat menerangkan tentang analisis terhadap putusan Pengadilan 

Agama Cimahi mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas 

apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau belum. Analisis 
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mencakup pada; alasan pemohon mengajukan pembatalan perkawinan, 

pembuktian dari alasan yang diajukan, pertimbangan hukum majelis hakim dan 

akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan. 

Bab kelima merupakan penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran yang 

dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran yang diperlukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Sebagai bagian akhir dari penulisan dan penyusunan karya ilmiah skripsi 

yang diberi judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan 

Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami (Studi 

Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 995/Pdt.G/2012/PA.Cmi)”, 

penulis mencoba menyampaikan kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari 

proses penelitian yang telah dilakukan. Diharapkan kesimpulan dan saran dapat 

memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya. 

Kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa pertimbangan hukum menurut majelis hakim, pernikahan yang 

dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah bertentangan 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3, 4, dan 9 jo Pasal 56, 57, dan 58 

Kompilasi Hukum Islam. 

2. Dalam tinjauan hukum Islam mengenai dasar hukum dan pertimbangan 

hakim dalam memutus perkara nomor 995/Pdt.G/2012/PA.Cmi tentang 

pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam perkawinan 

poligami merupakan putusan yang berlandaskan kemaslahatan. Oleh 

karena itu, hakim telah menimbang dan melakukan pembuktian sesuai 

dengan dasar hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi 
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Hukum Islam dan sesuai dengan kaidah-kaidah fiqhiyah. Dengan itu, 

hakim telah memutuskan atas pernyataan dan dalil-dalil yang menguatkan 

Penggugat untuk pembatalan perkawinan tersebut dengan tujuan untuk 

melindungi hak-hak isteri serta menghindari kemadharatan baik yang 

timbul dalam kehidupan rumah tangga pada khususnya dan kehidupan 

pada umunya. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum 

dan pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim telah sesuai dengan 

hukum Islam. Karena seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara 

khususnya perkara pembatalan perkawinan harus bertindak adil susuai 

dengan tuntunan Al-Qur’an dan al-Hadis dan berdasarkan ijtihad 

sepanjang tidak menyimpang dalam Syari’at, sehingga tidak ada pihak 

yang merasa dirugikan.  

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan 

pembahasan atas perkara nomor 995/Pdt.G/2012/PA.Cmi di Pengadilan Agama 

Cimahi adalah sebagai berikut: 

1. Dalam pelaksanaan sebuah perkawinan perlu diperhatikan mengenai 

identitas calon pengantin. Pengecekan identitas tidak hanya 

mengutamakan kebenaran secara administratif saja, namun diupayakan 

untuk dapat dilakukan lapangan. 

2. Usaha-usaha maksimal dari pihak penegak hukum, belum dapat 

menyadarkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ketentuan 

hukum, untuk itu serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan 
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penyuluhan hukum di bidang hukum perkawinan pada masyarakat 

perlu ditingkatkan. 
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DAFTAR TERJEMAHAN 

 

NO HLM F.N TERJEMAHAN 
BAB I 

1 2 3 Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 
suoaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. 

2 3 6 Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 
supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, 
dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.   

3 11 23 ….Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 
maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang 
kamu miliki.  

4 11 24 Sesungguhnya Nabi SAW. membagi giliran antara isteri-
isterinya  

5 12 26 Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu 
mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 
kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu 
takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) 
seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 
aniaya. 

6 13 27 Kemadhartan itu harus dihilangkan. 
7 14 28 Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana 

yang lebih besar madharatnya dengan dikerjakan yang 
lebih ringan kepada madharatnya. 

BAB II 
8 22 10 Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara 

kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-
hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu 
yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah 
Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. 

9 22 11 Nikah itu adalah sunnahku, barangsiapa yang benci kepada 
sunnahku bukanlah termasuk ummatku. (HR. Muslim) 



 

 

II 
 

10 30 23 Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu 
mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 
kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu 
takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) 
seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 
aniaya. 

11 30 24 Dari Abi Hurairah RA sesungguhnya Nabi SAW bersabda : 
“Barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu ia lebih 
condong pada salah satunya dalam memberikan bagian, 
maka ia akan datang pada hari kiamat kelak salah satu 
betisnya dalam kedaan miring (pincang). 

BAB IV 

13 80 3 Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu 
orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan 
teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada 
suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang 
menyebabkan kamu kesal atas perbuatanmu itu. 

14 80 4 Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 
kamu menuliskannya….. 

15 81 5 …Dan saksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-
orang lelaki (diantara kamu)… 

16 85 11 Tidak boleh ada kemadaratan dan tidak boleh saling 
menimbulkan kemadaratan. 
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bertepatan saat wafatnya Imam Hanafi. Beliau belajar pada Imam Malik di Madinah 
selama 9 tahun, dengan Imam Muhammad ibn Hasan dan Imam Abu Yusuf 
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Sekretaris Lembaga Tafsir IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1952 - 1990), 



 

 

IV  

 

Sekretaris Depag (1963-1968), Sebagai Sekretaris Dewan Penyelenggara Penafsiran 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK HAKIM 

 

1. Dalam Hukum Islam antara perkawinan yang fasid dengan perkawinan yang 

batal adalah berbeda lalu Pengadilan Agama menggunakan istilah yang mana? 

2. Dalam pembatalan perkawinan ini ada unsur penipuan dan pemalsuan 

identitas. Bagaimana hakim membuktikannya? 

3. Untuk pembuktian putusan verstek ini, bagaimana pembuktian hakim dalam 

memutuskan kasus pembatalan perkawinan? 

4. Dalam memutus perkara pembatalan perkawinan ini hakim hanya berdasarkan 

pada perundang-undangan yang ada saja atau merujuk pada sumber-sumber 

lain? 

5. Perkawinan (termasuk poligami) menyangkut berbagai pihak, apakah cukup 

dengan tidak hadirnya salah satu pihak untuk membatalkan perkawinan? 

6. Pertimbangan hukum apa saja yang dipakai hakim dalam memutus perkara 

pembatalan perkawinan ini? 

7. Pemalsuan identitas apakah bisa dikenakan ancaman pidana? 

8. Faktor-faktor apakah yang menjadikan seseorang memalsukan identitas untuk 

melangsungkan perkawinan? 

9. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum, 

maka dengan adanya pembatalan perkawinan ini tentunya juga membawa 

akibat hukum kemudian bagaimana penyelesaian masalah ini? Seperti:  

a. Terhadap anak yang dilahirkan  dari perkawinan poligami yang 

dibatalkan. 
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b. Terhadap harta bersama. 

c. Terhadap pihak ketiga. 

  



 

IX 
 

 

1. Di pengadilan agama hanya menggunakan satu istilah yaitu “Pembatalan 

Nikah”, seperti yang diisaratkan oleh KHI dalam pasal 70 sampai dengan 

75. 

2. Pembuktiannya dilakukan melalui penelusuran syarat-syarat untuk 

melakukan pernikahan yaitu meneliti formulir N yang dikeluarkan oleh 

desa atau kelurahan tentang status seseorang sebelum melakukan 

pernikahan. Kemudian dikonfrontir dengan pertanyataan penggugat, 

kemudian mendengar keterangan (saksi) dari petugas PPN setempat. 

3. Adapun pembuktiannya tetap dilakukan secara sempurna (sesuai dengan 

ketentuan hukum acara) baik kemudian perkaranya menjadi verstek 

maupun contradictoir. 

4. Disamping perUU yang ada majelis tetap merujuk (menggunakan) kaidah-

kaidah fiqhiyah maupun pendapat-pendapat para ahli seperti yurisprudensi 

maupun kitab-kitab fiqih. 

5. Kehadiran pihak tergugat ataupun tidak hadir di persidangan, perkara akan 

tetap diperiksa secara biasa sesuai dengan ketentuan hukum acara. 

Kehadiran pihak tergugat merupakan hak tergugat sehingga apabila pihak 

tergugat tidak hadir, majelis hakim beranggapan bahwa tergugat telah 

tidak mempergunakan haknya. 

6. Hal-hal yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutus 

pembatalan perkawinan antara lain adalah: 
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a. Kebenaran tentang adanya perkawinan tersebut (yang dimintakan 

pembatalan)  

b. Hal-hal atau keadaan yang didakwakan sebagai pelanggaran, seperti 

tentang pemalsuan identitas atau adanya persekongkolan dengan 

petugas, baik di Desa/Kelurahan/KUA. 

c. Pernyataan dan atau pengakuan/bantahan dari pihak tergugat dalam hal 

tergugat hadir di persidangan. 

d. Keabsahan alat-alat bukti, baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan 

oleh para pihak serta keterangannya yang disampaikan di depan 

persidangan. 

e. Ketentuan hukum atau perundang-undangan, yurisprudensi, pendapat 

ahli, kitab-kitab fiqh dan lain-lain yang bisa diterapkan (constatiring). 

7. Sangat bisa, tapi dalam kata kategorinya termasuk delik aduan. 

8. Faktor-faktor:  

a. Untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. 

b. Mempunyai kelebihan secara materi maupun immateri. 

c. Ditawari oleh pihak-pihak tertentu. 

d. Keadaan memaksa. 

e. Ada kesempatan. 

9. - Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang 

dilahirkan, anak-anak yang sudah dilahirkan dari perkawinan yang 

dibatalkan tersebut tetap/selamanya menjadi anak dari bapak dan ibunya 

tersebut. 
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- Terhadap harta-harta yang sudah diperoleh dalam perkawinan yang 

dibatalkan tersebut tetap diperlakukan seperti harta bersama/gono-gini 

yang ada dalam perkawinan/perceraian biasa. Artinya, mantan suami 

atau isteri yang perkawinannya dibatalkan tersebut sama-sama 

mempunyai hak separuh dari segala harta yang diperoleh selama dalam 

perkawinannya sebelum dibatalkan.  

- Hal-hal yang berkaitan atau bersangkutan dengan pihak ketiga baik itu 

berupa kewajiban yang harus ditunaikan seperti utang dan lain-lain 

tetap harus diselesaikan sebagaimana mestinya. Demikian pula 

terhadap hak-hak yang mesti diperoleh oleh pasangan suami isteri yang 

pernikahannya dibatalkan, pihak ketiga tetap berkewajiban untuk 

menyelesaikannya. 

Berkaitan dengan buku nikah kutipan akta nikah yang sudah ada, 

apabila ternyata kemudian pernikahannya itu dibatalkan oleh 

pengadilan, maka buku kutipan akta nikah yang bersangkutan akan 

dinyatakan sebagai tidak berkekuatan hukum lagi. 
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